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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51.A TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 15.A TAHUN 2009
TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang . a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang ;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2009 dan agar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 11 Tahun 2007 tersebut dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15.A Tahun
2009 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15.A Tahun
2009 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;


http://jdih.pemalangkab.go.id/produkhukum/

http://jdih.pemalangkab.go.id/
* http://jdih.pemalangkab.go.id/

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 2004
Nomor : 171/48/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang;

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Nopember 2004
Nomor : 170/99/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2006
Nomor 171/55/2006 tentang Peresmian Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 September 2006
Nomor : 171/57/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 April 2008 Nomor :
170/13/2008 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2008 Nomor :
170/30/2008 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

15. Keputusan Gubermur Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2008
Nomor : 170/57/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2009 Nomor :
170/23/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 8);
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20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15.A Tahun 2009 tentang
Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2009 Nomor 15.A).

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PEMALANG NOMOR 15.A TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA  PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 15.A
Tahun 2009 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 15.A) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

Berdasarkan hitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2,
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2009 sebesar Rp. 256.259.767.000,00 (dua ratus lima
puluh enam milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah) dan termasuk dalam kategori
Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diberikan setiap bulan terhitung mulai tanggal 27
Agustus 2009.

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 disediakan dalam anggaran belanja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
mulai tanggal 27 Agustus 2009.

Pasal i
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,
‘ -
Y
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 51.A
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